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BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR (o0 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

bahwa sebagai deak lanjut dari pelaksanaan Pasal 39
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelclaan Keuangan Daerah, maka penyusunan anggaran
berbasis prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kerja,
indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan
Harga, dan Standar Pelayanan Minimal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Banyuasin.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik 'ndonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 4438); '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan . . .
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia ‘Tahun 2005 Nomor 138, Tamrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576},

Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan . . .
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16.

17,

18.

19,

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

L.
A,

Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Banyuasin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan
anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara
keltaran dan hasil, mengutamakan upaya pencapaian hasil
kerja dan dampak atas alokasi belanja yang ditetapkan

berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun
anggaran.

7. Analisis . . .
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Analisis standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah
standar yang digunakan untuk menganalisa kewagaran harga
atau biaya pada program atau kegiatan yang dilaksanakan

* oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya
disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OFD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD.

Program adalah bentuk instrument penjabaran kebijakan
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh OPD dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesual
dengan sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam bentuk barang/jasa.

Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk
tahun-tahun Dberikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan
yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan. dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.

Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat
RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program
dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar
pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang
sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana
belanja.

Pengendalian belanja (cost driver) merupakan faktor-faktor
yang memicu biaya/ belanja dari suatu Kkegiatan yang
dilaksanakan. Pengendalian belanja berbeda antara satu
Analisis Standar Belanja dengan ASB lainnya tergantung
pada jenis kegiatan yang dilaksanakan.

18. Fixed . . .
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18. Fixed cost adalah satuan pengendali belanja yang merupakan
belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu
kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan
atau target kinerja suatu kegiatan.

19. Variabel cost adalah satuan pengendali belanja yang
merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan
perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.

20. Rumus perhitungan belanja total merupakan rumus yang
digunakan dalam perhitungan besarnya belanja total suatu

kegiatan, dan merupakan penjumlahan antara belanja fixed
cost dan variable cost.

Pasal 2

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah :

a. keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat,

b. pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu
sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang
setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
DESAIN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 3
(1) Desain Penyusunan Analisis Standar Belanja, meliputi :
a. metodologi penyusunan analisis standar belanja;

b. metode Inisiasi dan pentahapan penyusunan analisis
standar; dan

c. kerangka pikir penyusunan analisis standar belanja.

(2) Desain Penyusunan Analisis Standar Belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam Lampiran I.

BAB IlI

RUANG LINGKUP, DASAR, TUJUAN, MANFAAT DAN
PENERAPAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Dasar Penyusunan Analisis Standar Belanja

Pasal 6
Ruang Lingkup Analisis Standar Belanja meliputi :

a. penetapan rumusan biaya administrasi sebagai acuan
menentukan jumlah biaya administrasi yang dianggarkan
dalam RKA-OPD;

b. penetapan . . .
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b.

(1)

(2)

penetapan batasan alokasi objek belanja berdasarkan j\_lmlah
biaya administrasi yang telah ditetapkan sebagaimana
huruf g;

penetapan sebagaimana diatur pada huruf a dan hulruf b
digunakan sebagai estimasi biaya administrasi kegiatan,
bukan sebagai batas tertinggi, dalam rangka menyusun

Kerangka Acuan Kerja guna keperluan penyusunan
RKA-OPD;

penetapan rumusan biaya dan batasan besaran total belanja
diluar biaya administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b mengacu kepada ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

RKA-OPD disusun dengan menggunakan pendekatan
kerangka pengeluaran jangka menengah daerah,

penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan
prestasi kerja.

Penyusunan RKA-OPD dengan pendekatan prestasi kerja
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara
pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dar
kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian
keluaran dan hasil.

Penyusunan anggaran berbasis prestasi kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan capaian
kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar
satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Bagian Kedua
Tujuan dan Manfaat Penyusunan Analisis Standar Belanja

Pasal 8

Tujuan Analisis Standar Belanja merupakan alat ukur belanja
kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama

untuk seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin.

Analisis Standar Belanja bermanfaat sebagai komponen dasar
pengukuran kinerja keuangan dan standar yang digunakan
untuk mengukur kewajaran beban kerja atau biaya setiap
program atau kegiatan yang akan dilaksanakan OPD di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam satu
tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Penerapan Analisis Standar Belanja
Pasal 9
Penetapan jumlah biaya administrasi sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam ciri dan jenis yang sama

atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja
pada suatu kegiatan.

(2) Pengelompokan . . .




(2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan dalam rangka penyetaraan kegiatan, terlampir
dalam Lampiran II.

Pasal 10

Perhitungan rumusan biaya administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2), penerapan Analisis Standar Belanja
sebagaimana terlampir dalam Lampiran III dan Surat Peryataan
Tanggung Jawab Mutlak terlampir dalam Lampiran IV.

Pasaji 11

(1) Pengelompokan kegiatan yang belum ada dan/atau diatur di
dalam pengelompokan sebagaimana terlampir dalam
Lampiran II, OPD dapat menggunakan penetapan biaya
administrasi diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a yang disertai dengan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak dan ditandatangani oleh pengguna
anggaran.

(2) Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang tidak
sesuai lagi dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan
Harga maka OPD dapat menggunakan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak yang menjelaskan perubahan harga
dimaksud dan ditandatangani oleh pengguna anggaran.

Pasal 12

Belanja kegiatan disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai,
namun jika dalam hasil penyusunan RKA-OPD suatu kegiatan
telah dilakukan berdasarkan perhitungan ASB sebagaimana
terlampir dalam Lampiran lll, terjadi pelampauan terhadap
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) maka OPD
menyesuaikan jumlah anggaran kegiatan terhadap PPAS kegiatan
yang telah ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Banyuasin Nomor 206 Tahun 2016 tentang Analisis Standar
Belanja Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 206) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal . . .




Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam DBerita
Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 26 Agushg 2017

Pit. BUPATI BANYUASIN,
-~ -
S. A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 36 Agushs 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

H. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017
NOMOR |00




